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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi CRPD di Sumatera Barat pada tahun 

2015-2019. Sumatera Barat merupakan provinsi dengan prevalensi penyandang disabilitas terbesar 

ke tiga di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep implementasi rezim 

internasional dari Grindle dan Thomas, yang menjelaskan dalam implementasi rezim intenasional 

berdasarkan kepada  policy design, arena of conflict dan resource requirement. Pengumpulan data, 

dan analisis dilakukan dengan metode kualitatif serta pendekatan deskriptif-analisis. Peneliti 

menemukan bahwa implementasi CRPD di Sumatera Barat dapat dilihat melalui adanya kebijakan 

yang mengatur pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di Sumatera Barat 

melalui Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2015, kemudian adanya aktor yang terlibat dalam 

implementasi CRPD di Sumatera Barat yaitu DPRD dan SKPD Sumatera Barat, Dinas Sosial 

Sumatera Barat serta PERTUNI sebagai kelompok kepentingan yang bergerak di bidang 

disabilitas.  Selanjutnya, Pemerintah Sumatera Barat juga telah memberikan anggaran, 

menyediakan tenaga ahli dalam pembangunan terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak 

penyandang disabilitas di Sumatera Barat. 

Kata Kunci: CRPD, Implementasi, Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Sumatera 

Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to describe the implementation of CRPD in West Sumatra in 2015-2019. West 

Sumatra is a province with the highest prevalence of disability in Indonesia. In this study, 

researchers used the concept of international regime implementation from Grindle and Thomas 

which explained the implementation of the regime based on policy design, arena of conflict, and 

resources and requirements. Data collection, and analysis is done by qualitative methods and 

descriptive-analysis collection. Researchers found that the implementation of CRPD in West 

Sumatra can be seen through the existence of policies related to the fulfillment and protection of 

disabilities in West Sumatra through Regional Regulation number 2 of 2015, then involving actors 

involved in the implementation of CRPD in West Sumatra namely the DPRD and SKPD West 

Sumatra, West Sumatra Social Service and PERTUNI as interest groups engaged in disability. 

Furthermore, the Government of West Sumatra has also provided a budget, providing experts in 

development related to the fulfillment and protection of the rights of persons with disabilities in 

West Sumatra. 
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